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Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai sumber, antaralain dari aktifitas industri. Untuk
mengatas persoalan pencemaran udara, termasuk dari industri, pemerintah di berbagai negara, termasuk di
Indonesia, mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengendalikannya. Namun demikian, penelitian
mengenai efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan masih sangat kurang dilakukan. Oleh karenaitu,
tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk: (1) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian
pencemaran udaraindustri di DKI Jakarta, Indonesia, (2) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian
pencemaran udaraindustri di NSW, Australia. (3)mengetahui perbandingan efektivitas kebijakan
pengendalian pencemaran udaraindustri di DK Jakarta dengan di New South Wales.

Penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto terhadap data sekunder berupa laporan-laporan badan-
badan pemerintah di kedua negara yang diterbitkan antara tahun 1990 - 2006 dan hasil-hasil penelitian lain
yang relevan. Analisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan nilai (1-5) dari masing-
masing parameter efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri. Parameter untuk mengukur
efektivitas kebijakan terdiri dari parameter produk kebijakan (policy output), parameter hasil antara
kebijakan (intermediate outcomes) dan parameter hasil akhir kebijakan (end outcomes). Nilai rata-rata dari
semua parameter kemudian dimasukan dalam skala efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas
kebijakan pengendalian pencemaran udara industri dan masingmasing lokasi penelitian. Kategori tingkat
efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini, mulai dari yang terendah, adalah: tidak efektif, belum
efektif, potensial efektif, cukup efektif, sangat efektif.

Dengan sistem negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, kebijakan pengendalian pencemaran udara
industri yang berlaku di Jakarta berada padalevel nasiona dan level daerah. Kebijakan pengendalian
pencemaran, termasuk pencemaran udaraindustri, dimulai pada tahun 1980-an. Instrumen kebijakan
pengendalian pencemaran udaraindustri di tingkat nasional maupun di tingkat daerah hampir lama dan lebih
menitikberatkan pada pendekatan atur dan awasi atau command and control. Sementara itu, pendekatan
ekonomi belum banyak dikembangkan baik di level nasional maupun di level daerah. Evolusi pengaturan
pencemaran di Indonesia bergerak ke arah desentralisasi dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam
pengendalian pencemaran danpenjabaran kebijakan pengendalian pencemaran untuk berbagai macam media
termasuk udara.

Sementara itu, dengan sistem negara Australia yang berbentuk federal, di NSW kebijakan pengendalian
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pencemaran udara industri lebih banyak berada di tangan negara bagian. Sedangkan pemerintah federal
hanya mengembangkan kebijakan umum seperti ketentuan tentang baku mutu udara ambien. Kebijakan
pengendalian pencemaran udara, termasuk dari sumber industri, dimulai pada tahun 1960-an. Selain itu,
instrumen ekonomi dalam bentuk |oad based licensing juga sudah mulai dikembangkan di tingkat negara
bagian NSW disamping penyempurnaan pada pendekatan command and control. Evolusi pengaturan
pencemaran udaraindustri di Australia, khususnya di NSW bergerak ke arah integrasi pengendalian
pencemaran antara sate jenis media dengan media lainnya, dan mulai berperannya pemerintah federal dalam
upaya pengendalian pencemaran.

Terkait dengan tujuan penelitian, dari studi ini diketahui bahwa di DKI Jakarta produk kebijakan (policy
output) berupa pendayagunaan berbagai macam instnunen kebijakan (mixed policy instrument) masih
lemah, kondisi basil antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku penaatan industri terhadap
kebijakan masih rendah dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan
kualitas udara ambien di daerah industri juga masih belum baik. Sedangkan di New South Wales, produk
kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instrumen kebijakan (mixed policy
instrument) cukup kuat, kondisi hasil antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku industri
terhadap kebijakan cukup tinggi dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri
dan kualitas udara ambien juga cukup baik.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1)kebijakan pengendalian pencemaran udaraindustri di
DKI Jakartatermasuk dalam kategori belum efektif (2)kebijakan pengendalian pencemaran udaraindustri di
New South Wales termasuk kategori potensial efektif. (3)kebijakan pengendalian penemaran udara industri
di New South Wales lebih efektif dibanding kebijakan pengendalian pencemaran udaraindustri di DKI
Jakarta.

Untuk mengurangi kesenjangan tingkat efektivitas di Jakarta dibandingkan di New South Wales perlu
dilakukan perbaikan strategi kebijakan, penguatan kapasitas kel embagaan pemerintah, penguatan upaya
penegakan hukum, serta perhatian politik yang cukup dari penentu kebijakan.

<hr>

The main sources of urban air pollution are come from transportation and industrial activity. To overcome
the problem, the governments in the world are trying to formulate and implement policy to control industrial
air pollution in various policy approaches. However, the research about the effectiveness of that policy is
still rare. The aims of thisresearch are: (1) To know about the effectiveness of industrial air pollution
control policy in Jakarta, Indonesia, (2) To know about the effectiveness of industrial air pollution control
policy in New South Wales, Australia. (3) To compare the effectiveness of industrial air pollution control
policy in Jakarta and New South Wales.

Thisresearch is based on ex-post facto approach which uses secondary data from the report of government
agency in bath countries that issued between 1990 - 2006 and another research report which are relevant
with thisthesis. The analysisis based on quantitative and qualitative method to find the value for each
research indicator in 1-5 scale. The average value fromall indicator then classified into the effectiveness
scale index to know the degree of the effectiveness. This research divide the effectiveness scale, from lower



to higher, are: not effective, not yet effective, potentially effective, sufficiently effective and very effective.

With the Indonesian unitary state system, the air pollution control policy is on the hand of local aswell as
the central government. The pollution control policy, including pollution from industry, was begin in 1980-
s. The policy instrument that had been applied in national and local level are very similar and give more
emphasize on command and control approach. Meanwhile, the economic instrument are still under
developed. The evolution of pollution control in Indonesia are moving from centralized to decentralized
system and the empowering of local government role in protecting environment Indonesia aso at the stage
of elaborating the environment protection policy in various kind of pollution media, including air pollution,
from general principle and regulation of environmental protection.

Meanwhile, with the Australian federal system of the state, air pollution control policy in NSW is heavily on
the hand of the state. While the federal government only developing general policy such as ambient air
quality standard. The air pollution control policy in Australiawas begin in 1960-s. The economic instrument
in the form of load based licensing are developed in NSW since 1997 beside the reformation of the
enforcement system. The evolution of pollution control in Australia, especially in NSW, are moving from
media specific to more integrated and multimedia approach. Australia also at the stage of empowering the
federal government to take responsibility for controlling pollution especially on national significant
pollution issues.

Related with the objective of the research, this study found that, in Jakarta, the utilization of mixed policy
instrument as a policy output are weak, the condition of the compliance behavior of industry as an
intermediate policy outcome is low and the emission load and the ambient air quality in industrial area as
end policy outcomesis not so good. Meanwhile, in New South Wales, the utilization of mixed policy
instrument as a policy output are strong, the condition of the compliance behavior of industry as an
intermediate policy outcome is high and the emission load and the ambient air quality in industrial area as
end policy outcomes are relatively better than in Jakarta.

The conclusion of this research are, generally the effectiveness level of industrial air pollution control policy
in Jakarta are not yet effective, while the effectiveness level of industrial air pollution control policy in New
South Wales are potentially effective. So the effectiveness of industrial air pollution control policy in New
South Wales is one level higher than in Jakarta.

To fill the effectiveness gap in Jakarta which islower than in New South Wales, it is a need to reform the
policy strategy, strengthening institutional capacity, strengthening law enforcement efforts, and adequate
political support from the policy makers.



